BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : Alt-4 /135 /202

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

PERIODE 2021-2026

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Kepengurusan

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Sukoharjo dan guna
kesinambungan dan kelancaran Program dan Kegiatan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan
Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan  Keluarga  Kabupaten = Sukoharjo
Periode 2021-2026;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

)



Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4967);

6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 530);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Periode
Tahun 2021-2026, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud

diktum KESATU sebagai berikut :

a. merencanakan, melaksanakan, membina  dan
menetapkan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

b. memantapkan dan meningkatkan fungsi kelembagaan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

c. mendorong partisipasi perempuan dalam
pembangunan, perlu ditingkatkannya pendidikan
kesejahteraan keluarga sebagai gerakan masyarakat
yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai
penggeraknya;

d. mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat,
sejahtera dan bahagia;

e. mengadakan pemantapan dan evaluasi atas
pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan di
segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga
Kemasyarakatan yang ada di wilayah serta menyusun
laporan kepada Bupati untuk disampaikan kepada
Gubernur;




f ikut serta secara terpadu dengan Dinas/Instansi
terkait dengan masyarakat dalam mengentaskan
kemiskinan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;

o. menyusun petunjuk teknis Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK]) ; dan

h. memecahkan masalah-masalah yang berkaitan
dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK).

KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan dana
lain yang sah.

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 1o

BUPATI SUKOHARJO,

z .
)}
¢ ETIK QURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah di

Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;

Komandan Komando Distrik Militer 0726

Sukoharjo di Sukoharjo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

O. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

-

L

o

Sukoharjo;

10. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

12. Camat se-Kabupaten Sukoharjo;

13. Tim yang bersangkutan.




